BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 292 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN

Menimbang

Mengingat

SAMPAH TERPADU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka adanya pertambahan penduduk dan
perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan
bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang
semakin beragam;

bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Banggai
Kepulauan selama ini belum sesuai dengan metode dan
teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan, untuk itu perlu dibangun
sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) yang memadai,

bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 29 ayat (3)
huruf d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga maka perlu menetapkan dengan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat
pengelolaan Sampah terpadu di kabupaten Banggai
Kepulauan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
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Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50359), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6634);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor
9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15
Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.




KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) di Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Lokasi Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, seluas *
44.559 m? ( kurang lebih empat puluh empat ribu lima ratus
lima puluh sembilan meter persegi) terletak di titik koordinat : S
Ole 22’ 14,6 E 123° 17’ 30,2” Desa Saiyong Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal |18 Juni 20206

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
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PETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LUAS : 44,559 M2
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KETERANGAN :

—--—--—- Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

~ 7 Jalan Utama
Jalan Lainoya

w7 Sungai/ anak Sungai

Fungsi Lahan
g Permukiman
Areal Penggunaan Lain

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi

Lokasi yang Dipetakan

- Pata Rupa Burni Indonosa Skals 1 . 250000 Liv 2314-423
- Hasll pongukiran lpangon Thn 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
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